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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai Badan Hukum Privat yang memberikan
perlindungan dan penegakan keadilan hukum dan HAM bagi buruh dan pekerja, yang
merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1),
Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2012. Ketentuan a quo telah memberikan mandat kepada
Pemerintah untuk menentukan harga BBM, dimana penentuan harga BBM yang dilakukan
oleh Pemerintah berdasarkan harga minyak tanah Indonesia dan harga minyak tanah dunia.
Akibatnya, harga barang-barang dan kebutuhan hidup menjadi melonjak mahal dan tidak
menentu. Selain itu, dana kompensasi dari kenaikan BBM telah menimbulkan ketidakpastian
hukum karena besarannya tergantung pada ada tidaknya kenaikan BBM. Sehingga
penetapan dana kompenasasi BBM tidak logis dan menimbulkan ketidakpastian hukum
karena tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukkannya;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal
15A UU 4/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah,
sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum, Para Pemohon (Pemohon | sampai dengan Pemohon V)
adalah konfederasi dan federasi serikat buruh di Indonesia, yang secara bersama-sama



mewakili setidaknya tiga juta buruh terorganisasi yang meliputi sekitar 10% dari total
buruh/pekerja formal di Indonesia yang hak dan kepentingan para Pemohon dan seluruh
anggotanya, terpaut erat dengan proses pembahasan Undang-Undang a quo yang bukan
hanya dilaksanakan atas biaya negara, yang sebagian berasal dari pemasukan pajak yang
telah dibayarkan oleh para Pemohon dan anggota yang diwakilinya, tetapi para Pemohon
dengan seluruh anggota yang diwakilinya juga merupakan warga negara pengguna BBM
bersubsidi, sedangkan harga BBM bersubsidi tersebut berkaitan erat dengan implementasi
Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012. Menurut Mahkamah, para Pemohon dikategorikan sebagai
perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dari UU
4/2012 yang dimohonkan pengujian dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional
seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permononan a quo;

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 4/2012 sebagaimana didalilkan para
Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti
surat/tulisan serta saksi/ahli yang diajukan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan
Rakyat, dan keterangan Pemerintah, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para
Pemohon sebagai berikut:

1. Dalam Provisi

Bahwa sehubungan dengan permohonan provisi agar dilakukan dengan acara cepat
karena masa berlaku Undang-Undang a quo tidak lebih dari satu tahun, menurut
Mahkamah, permohonan putusan provisi a quo tidak tepat menurut hukum dengan
alasan sebagai berikut:

i.  dalam pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya
menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret;

ii. putusan Mahkamah tentang norma dalam perkara Pengujian Undang-Undang
(judicial review) bersifat erga omnes;

iii. putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK
serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
UndangUndang;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan provisi para
Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Dalam Pokok Permohonan
Pengujian Formil

Bahwa Pasal 130 dan Pasal 131 Tata Tertib DPR menegaskan alat kelengkapan DPR
bertugas membahas Rancangan Undang-Undang setelah ada penugasan terlebih dulu
dari Badan Musyawarah (BAMUS). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tenggang
waktu satu bulan pembahasan RUU APBN-P setelah diajukan oleh Pemerintah adalah
setelah alat kelengkapan DPR ditugaskan terlebih dulu oleh BAMUS. Dalam perkara a
quo dimulainya pembahasan RUU APBN-P 2012 di DPR adalah pada tanggal 6 Maret
2012 (vide keterangan tertulis DPR) sehingga masa berakhirnya satu bulan adalah 4
April 2012. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa UU 4/2012 melewati waktu satu
bulan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalil para Pemohon bahwa persetujuan RUU tentang Perubahan APBN 2012 menjadi
Undang-Undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna DPR RI dilakukan pada hari
Sabtu, tanggal 31 Maret 2012 yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja, menurut
Mahkamah, adalah tidak beralasan menurut hukum. Hal tersebut sejalan dengan
keterangan tertulis DPR, bertanggal Juni 2012, halaman 15 sampai dengan halaman 17;



Pengujian Materiil

Bahwa hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR telah memutuskan untuk
memberi kewenangan kepada Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM
bersubsidi dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude
Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari
15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun 2012.
Menurut Mahkamah, adanya pembahasan antara Pemerintah dengan DPR tersebut
berarti harga BBM bersubsidi tidak diserahkan pada mekanisme pasar atau persaingan
usaha, melainkan ditentukan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan
perkembangan yang terjadi karena APBN berkaitan dengan banyak aspek. Adanya
pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah berarti penentuan
harga BBM bersubsidi tersebut tidak dengan sendirinya mengikuti mekanisme pasar atau
persaingan usaha karena penentuan harga BBM bersubsidi telah dimusyawarahkan oleh
pembentuk Undang-Undang. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 144 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004. Terlebih lagi faktanya, yang
dikhawatirkan bahwa harga BBM akan mengalami kenaikan juga tidak terjadi. Dengan
demikian, alasan pengujian para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7
ayat (1) UU 4/2012 yang telah menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme
pasar merupakan dalil yang tidak beralasan hukum;

Bahwa Pasal 15A UU 4/2012 adalah pasal tambahan yang sebelumnya tidak terdapat
dalam UU 22/2011. Hal demikian dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal
27 ayat (4) Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
menyatakan, “Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran”. Dalam penjelasan
ayat tersebut dinyatakan bahwa “Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja
untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang
APBN yang bersangkutan.” Oleh karena itu, pengalokasian anggaran untuk bantuan
langsung sementara masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A UU 4/2012
merupakan bentuk pengeluaran yang dapat timbul akibat adanya kebijakan kenaikan
dan/atau penurunan subsidi harga eceran BBM;

Bahwa dalam praktik dan faktanya tidak terjadi kenaikan harga minyak mentah Indonesia
(ICP) dalam waktu enam bulan terakhir sejak UU 4/2012 diundangkan sebagaimana
ditentukan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012. Pemberian wewenang
kepada Presiden untuk mengubah harga BBM bersubsidi sesuai dengan Pasal 7 ayat
(6a) dan Penjelasannya, sudah terlampaui baik dihitung sejak Januari tahun 2012
maupun dihitung sejak diundangkannya UU 4/2012, tanggal 31 Maret 2012, sehingga
pasal tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Dengan demikian permohonan
para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;,.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah
dalil dalam permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.
Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya
sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;



